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RINGKASAN 
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  Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Sedangkan reklame 

adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang 

untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau 

untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat 

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dikecualikan 

dari obyek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, 

radio, warta harian, warta bulanan, dan sejenisnya. Mekanisme pemungutan pajak 

reklame adalah suatu mekanisme yang dilakukan oleh petugas penagihan pajak yang 

ada pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dalam perhitungan 

pajak reklame jika ketinggian lebih dari 15 m, maka besarnya nilai sewa reklame di  

ditambah 20% sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Sewa, Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai 

Strategis Reklame Di Kabupaten Jember. Praktik Kerja Nyata dilakukan di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Tujuan dari Praktik Kerja Nyata ini 

adalah untuk menyelesaikan laporan Tugas Akhir Penulis dan juga ingin 

mengetahui, memahami mekanisme pemungutan pajak reklame oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dari hasil Praktik Kerja Nyata di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat disimpulkan, bahwa Mekanisme 

Pemungutan Pajak Reklame dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan 

Peraturan Daerah yang berlaku. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 3652/UN25.1.2/SP/2016, 

Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember) 
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                                              BAB 1.PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai peraturan-peraturan tertentu, 

dalam setiap peraturanya berbagai macam budaya dan kelestarian alam yang dapat 

dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakatnya terutama di sektor perpajakan harus 

ditingkatkan dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat. Negara Indonesia 

memiliki penduduk yang sebagaian besar bergelut di bidang perekonomian sebagai 

pengusaha. Banyaknya pengusaha di berbagai sektor mendorong kemajuan ekonomi 

yang signifikan di Indonesia, dengan kemajuan ekonomi yang semakin signifikan 

tersebut didorong oleh pemasukan pajak yang semakain besar diterima negara dari 

proses perputaran roda perikonomian transaksi jual beli barang atau jasa tersebut 

(Supriyanto, 2015). 

 Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan 

merasakan manfaat dari pajak digunakan untuk kepentingan pribadi  namun Pajak 

merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembangunan Nasional Indonesia pada 

dasarnya dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah, oleh karena itu peran 

kesadaran masyarakat dalam upaya pemerintahan pembangunan Nasional Indonesia 

harus ditingkatkan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan  

berdasarkan undang undang. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan 

Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat maka misi dari kedua Undang-undang tersebut 

adalah melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah. Dalam rangka menjalankan misinya, pemerintah pusat 

melimpahkan sebagian  urusannya  kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi 
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daerah. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

adalah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai upaya untuk 

mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini 

dilakukan guna tercapainya peningkatan pendapatan daerah secara optimal setiap 

tahunnya sesuai dengan potensi yang ada. Untuk meningkatkan pendapatan daerah 

tersebut tercermin dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah merupakan suatu sumber 

keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam pendapatan daerah 

otonom. Setiap kegiatan baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat 

terlaksana secara efektif dan efisien bila diimbangi dengan oleh (PAD), sebagai salah 

satu penggerak program pemerintah. (PAD) didapat dari hasil pajak daerah, hasil 

distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

“Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan 

pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan 

(Siahaan, 2010:1). 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah terdapat beberapa jenis pajak, diantaranya menyebutkan Pajak 

Reklame merupakan salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Reklame 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi dalam usaha 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal nampak jelas seiring 

berkembangnya teknologi dan para pelaku usaha yang ingin mengenalkan hasil 

produksi perusahaannya dengan menggunakan jasa pemasangan reklame, semakin 

banyak jumlah pelaku usaha yang menggunakan jasa pemasangan reklame maka akan 

berpengaruh terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pajak reklame. 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu bagian 

dari pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan 

penagihan pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli 
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daerah disamping tugas-tugas lainnya. Adapun macam pajak daerah yang ditangani 

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember meliputi: 

a. Pajak Hotel. 

b. Pajak Restoran. 

c. Pajak Hiburan. 

d. Pajak Reklame. 

e. Pajak Penerangan Jalan. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

g. Pajak Parkir. 

h. Pajak Sarang Burung Walet. 

i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan   
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016. 

No Jenis pajak Target 
penerimaan 

Realisasi (Rp) Presentse 
(%) 

1 Pajak hotel  3.600.000.000.00 4.360.859.406.00 119,63 
2 Pajak restoran 8.300.000.000.00 9.385.696.869.00 113,08 
3 Pajak hiburan 1.200.000.000.00 1.297.595.599.00 108,13 
4 Pajak reklame 5.250.000.000.00 4.167.462.283.00 79,38 
5 Pajak PPJ 49.250.000.000.00 53.832.340.112.00 109,30 
6 Pajak parkir 450.000.000.00 501.252.460.00 111.39 
7 
8 
 
 
9 
10 
11 

Pajak air tanah 
Pajak mineral 
bukan logam dan 
batuan. 
Pajak PBB 
BPHTB 
restribusi 

500.000.000.00 
300.000.000.00 
 
 
49.900.000.000.00
20.000.000.000.00
2.724.000.000.00 

619.591.180.00 
277.446.053.00 
 
 
33.754.396.732.24 
27. 683.318.728.05 
2.860.227.450.00 

123,91 
92,48 
 
 
67,64 
138,42 
104,98 
 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016.  
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Tabel 1.2 Target Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Kabupaten 
Jember (Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015). 

Tahun Target (Rp)        Realisasi (Rp) Persen (%)

                    2013 4.100.000.000,00 6.141.451.314,00 149,79% 

                    2014 4,750,000,000.00 5,408,722,902.00 113,87% 

                    2015 

      s/d 31 Desember 2015 

5.150.000.000,00 5.179.522.533,00 100,57% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2013,2014,2015 

 Berdasarkan Tabel 1.2 target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut 

pajak reklame adalah Salah satu bagian dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang pada tahun 2013, 2014 & 2015 melebihi target. Namun demikian 

kelebihan target tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan angka periode tahun 

2013 dan 2014. Dari target yang ditetapkan oleh Badan pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember tahun 2015 yaitu mengalami  kenaikan 136 % dari target yang 

ditetapkan.     

Namun saat ini perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember 

dari sektor pajak reklame ini memiliki potensi tinggi, karena tidak sedikit perorangan 

atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan 

usahanya. Selain itu dalam pemungutan pajak reklame seharusnya tidak sulit, karena 

objek dan jumlah titiknya sudah jelas. Seharusnya pencapaian perolehan PAD dari 

sektor ini dapat terpenuhi, Sehingga dengan mengoptimalkan pemungutan dari pajak 

reklame diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Jember.  

Upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten 

Jember dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terbaik atau yang sering 

dikenal dengan istilah Pelayanan Prima juga dapat tercapai. Pelayanan prima 

bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena dibutuhkan partisipasi dan 

komitmen yang tinggi dari pimpinan dan pegawai Badan Pendapatan Daerah dan 

tidak kalah penting peran serta masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak sebagai pihak 
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yang dilayani. Berbagai upaya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk 

meningkatkan kualitas layanan secara terus menerus baik dari segi kelembagaan, 

ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sistem akuntabilitas. Kualitas pelayanan 

yang terbaik (pelayanan prima) merupakan salah satu kunci dalam memenuhi 

tuntutan masyarakat/Wajib Pajak yaitu tingkat kepuasan yang maksimum dan sebagai 

salah satu perwujudan Good Governance. 

 Sedangkan alasan memilik pajak reklame, hal ini menujukan bahwa pajak 

reklame memiliki peran yang penting dalam mendorong pembangunan daerah dan 

meningkatkan pendapatan daerah di Kota Jember. Selain itu, dengan adanya 

peraturan daerah diharapkan adanya kesadaran masyarakat dalam hal memenuhi 

kewajibannya sebagai Wajib Pajak.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil 

judul tentang “Mekanisme Pemungutan  Pajak Reklame  di Badan Pendapatan 

Kabupaten Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam laporan ini 

sebagai berikut: ‘Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?’           

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan Praktik Kerja Nyata sebagai berikut: 

Adapun tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata adalah untuk mengetahui 

Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN) 

1.4.1  Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN) 

Manfaat dari Praktik Kerja Nyata sebagai berikut: 
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a. Melatih mengerjakan pekerjaan lapangan dan melakukan serangkaian 

keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

b. Melatih untuk berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan cara 

membuat laporan tentang kegiatan yang dilakukan pada saat PKN 

berlangsung. 

c. Melatih dalam memahami kondisi pekerjaan di lapangan saat Praktek Kerja 

Nyata (PKN). 

d. Menambah wawasan selain yang didapat dibangku kuliah yaitu di tempat 

Praktek Kerja Nyata (PKN). 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Mekanisme 

          Menurut Supramono (2010:2) Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian 

yang dapat dijelaskan menjadi empat pengertian pertama, mekanisme adalah pandangan 

bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau 

sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. 

Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip 

yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai 

suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam 

bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang 

bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan 

gerak setempat dari bagian yang secara intrisik tidak dapat berubah bagi struktur internal 

benda alam dan bagi seluruh alam. 

 

2.2  Definisi Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli 

Berikut ini adalah pengertian pajak menurut beberapa ahli dan UU KUP nomor 28 

tahun 2007. 

a. Menurut UU KUP nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah      

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan baik mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya 

kemakmuran rakyat.  

b. Menurut Soemitro (2014:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan  tidak mendapat jasa 

timbul balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di gunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. 

c. Menurut Djajadiningrat (2014:1), Menyatakan bahwa Pajak adalah suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan  ke  kas negara yang di sebabkan 

suatu keadaan kejadian,dan perbuatan yang memberikan kedudukan  tertentu,tetapi 

bukan  sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta 
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dapat dipaksakan,tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung 

untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 

d. Menurut Feldmann (2014:1), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh 

dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara 

umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 

pengeluaran-pengeluaran umum. 

2.2.2 Unsur-unsur Pajak 

Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2011:1), pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 

uang(bukan barang). 

b. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaanya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  

 

2.2.3 Fungsi Pajak 

Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2011:1), pajak memiliki dua fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

b. Fungsi Mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi. 

      2.2.4  Dasar Teori Pemungutan Pajak 

       Menurut Mardiasmo (2011:3), terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau 

memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk   memungut pajak. Teori-

teori tersebut antara lain: 

a. Teori Asuransi  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9 
 

 
 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut, 

b. Teori Kepentingan  

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-

masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka 

makin tinggi pajak yang harus dibayar, 

c.  Teori Daya Pikul  

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya 

pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu: 

1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang. 

2) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 

yang harus dipenuhi, 

d. Teori Bakti  

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari 

bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban,. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 

tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya kembali ke 

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan 

2.2.5  Pengelompokan Pajak 

                      Menurut Anwar (2014:36) pengelompokan pajak terbagi atas tiga yaitu: 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang tidak dapat dibebankan atau di 

limpahkan kepihak lain, tetapi harus dipikul sendiri  oleh wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepihak lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai. 
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b. Menurut Sifatnya  

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

  Contoh: Pajak Penghasilan 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

c. Menurut Lembaga Pemungutannya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

 Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah,yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

2.2.6   Tata Cara Pemungutan Pajak. 

 Menurut Mardiasmo (2011:6) terdapat tiga tata cara pemungutan pajak, yaitu:  

a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga 

pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan 

atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang 

dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat 

dikenakan pada akhir periode ( setelah penghasilan riil diketahui).  

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya 

pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah 

pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir 

tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan 

pada keadaan yang sesungguhnya. 

 

c. Stelsel Campuran  
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Stelsel ini merupakan campuran atau kombinasi antara stelsel nyata dan 

stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan 

keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar 

dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. 

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

2.2.7  Sistem Pemungutan Pajak 

                      Menurut Mardiasmo ( 2011:7) sistem pemungutan pajak terdiri atas tiga sistem 

                       yaitu: 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

fiskus. 

Ciri-cirinya:  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, 

2) Wajib pajak bersifat pasif, 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri, 

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang,  

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

2.2.8    a. Timbulnya dan Hapusnya Utang Pajak 
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                            Menurut Mardiasmo ( 2011:8) ada dua ajaran yang mengatur timbul pajak:  

1.) Ajaran Formil 

         Utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. Ajaran ini diterapkan pada officalassessement system. 

2.) Ajaran Materiil 

Utang pajak timbul karena berlakunnya undang-undang. Seseorang 

dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan 

pada self assessement system.  

                         b. Hapusnya utang pajak disebabkan beberapa hal: 

             1.) Pembayaran 

                                  2.) Kompesansi 

                                  3.) Daluwarsa 

                                  4.) Pembebasan   dan   penghapusan 

2.2.9   Tarif Pajak 

           Menurut Halim et al. ( 2014:8 ) ada empat macam tarif pajak, yaitu: 

a. Tarif Sebanding/proposonal 

Tarif dengan persentase berapapun jumlah yang menjadi dasar  pengenaan 

pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proposional 

sesuai dengan jumlah yang dikenakan. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

b. Tarif Tetap  

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Bea Materai. 

c. Tarif Progresif  

Yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah 

yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Contoh: tarif pajak untuk wajib 

pajak orang pribadi dalam negeri. 

d. Tarif Menurun (Degresif) 

Yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apalagi jumlah yang menjadi  

dasar  pengenaan  pajak  meningkat. 
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2.3 Pajak Daerah 

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, pengertian pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-

undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan 

Daerah Kabupaten Jember No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan No.57 Tahun 

2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame. 

2.3.3 Objek dan Tarif Pengenaan Pajak Daerah 

Objek Pajak Daerah dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: Pajak Provinsi 

dan Pajak Kabupaten/kota. 

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Berikut jenis dan tarif Pajak Provinsi, 

yaitu: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor  

1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% 

(satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen). 

2) Untuk kepemilikan Kendaran Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat 

ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling 

tinggi sebesar 10%  (sepuluh persen). 

3) Tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam 

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 

Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% ( 

nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).  

4) Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan 

paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 

0,2% (nol koma dua persen), 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan, 
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b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen), 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan untuk bahan 

bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen), 

d. Pajak Air Permukaan, tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen), 

e. Pajak Rokok, tarif yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai 

rokok. 

Sedangkan untuk jenis dan tarif Pajak Kabupaten/Kota, yaitu: 

a. Pajak Hotel ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), 

b. Pajak Restoran ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), 

c. Pajak Hiburan ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen), 

d. Pajak Reklame ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen), 

e. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen), 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 

25% (dua puluh lima persen), 

g. Pajak parkir ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 30%  ( tiga puluh persen), 

h. Pajak Air Tanah di tetapkan tarif paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen), 

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan tarif paling tinggi 

sebesar 0,3% ( nol koma tiga persen), 

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan tarif paling tinggi 

sebesar 5% (lima persen). 

 

2.4 Pajak Reklame  

    2.4.1 Pengertian Pajak Reklame 

          Menurut (Siahaan 2013:382-383),  reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau 

media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian 

umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, 

dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Sesuai dengan Undang-Undang No.28 

Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 Pajak Reklame adalah Pajak atas 

penyelenggaraan reklame. 
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Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten 

atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan 

kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan 

suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten 

atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah 

tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis 

pelaksaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten atau kota 

yang bersangkutan. Keberadaan Pajak Reklame sebagai salah satu jenis pajak 

kabupaten/kota diatur juga dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009, yang mulai 

tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia. 

2.4.2  Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame 

            Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 

hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang 

terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten/kota adalah sebgai 

berikut:  

a. Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

c. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Jember 

d. Peraturan Bupati No.57 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame. 

2.4.3  Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame. 

       a.  Objek Pajak Reklame 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 4 Tahun 2011 pasal 31 

tentang Pajak Daerah, yang menjadi objek Pajak Reklame adalah semua 

penyelenggaraan Reklame. Selain itu, Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada    

ayat 1 meliputi: Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, 

Reklame kain, Reklame melekat, stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan, 

termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame 

film/slide; dan Reklame peragaan. 

b. Subjek Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 4 Tahun 2011 pasal 32 

tentang Pajak Daerah, yang merupakan adalah subjek Orang Pribadi atau Badan yang 

menggunakan Reklame. 

c. Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan 

Reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh Orang Pribadi 
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atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan tersebut. Selain 

itu, dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut 

menjadi Wajib Pajak Reklame. 

2.4.4  Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 4 Tahun 2011 pasal 33 

tentang Pajak Daerah, yang menjadi dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai 

Sewa Reklame (NSR). Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai 

Sewa Reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan 

nilai kontrak Reklame. Sedangkan dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai 

Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan 

faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu 

penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. 

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Reklame, Nilai Sewa Reklame dapat 

ditentukan dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini: 

a. Besarnya biaya pemasangan reklame; 

b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame; 

c. Lama pemasangan reklame; 

d. Nilai strategis lokasi; dan 

e. Jenis reklame. 

Nilai Sewa Reklame dihitung dengan rumus sebagai berikut ini: 

 

 

 Sumber : Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2016. 

Nilai Jual Objek Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang 

dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame, termasuk dalam hal ini adalah 

biaya/ harga beli bahan reklame, kontruksi, instansi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, 

pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, 

dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, 

ditayangkan, dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan. 

Perhitungan Nilai Jual Objek Reklame didasarkan pada besarnya komponen biaya 

penyelenggaraan reklame,yang meliputi indikator: 

a. Biaya pembuatan/ kontruksi; 

Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Reklame (NJOR)+ Nilai 
Strategis Pemasangan Reklame 
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b. Biaya pemeliharaan;  

c. Lama pemasangan;  

d. Jenis reklame;  

e. Luas bidang reklame; dan 

f. Ketinggian reklame. 

  Besarnya Nilai Jual Objek Reklame dihitung dengan rumus: 

 

  

 

Sumber : Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2016. 

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran 

nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria 

kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. 

Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran rekalame, dengan indikator: nilai 

fungsi ruang (NRF) lokasi pemasangan; nilai fungsi jalan (NFJ); dan nilai sudut pandang 

(NSP). Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

  

 

 

 

Sumber : Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2016. 

Besarnya Pajak Reklame untuk reklame minuman beralkohol dan rokok ditambah 

25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame. Perhitungan di atas berlaku Hanya 

untuk satu sisi saja, sementara apabila terdiri dari dua sisi (dapat dilihat dari sebelah depan 

maupun belakang ), maka dikalikan dua”. (Siahaan, 2010:388). 

Gambar 2.1 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame 

  

 

 

 

             Sumber : Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2016. 

 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame 

 (Keterangan: Tarif Pajak Reklame sebesar 25%) 

Nilai Jual Objek Reklame =  (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran 

Reklame)+ (Ketinggian Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame).  

NSPR = (NFR + NSP + NFJ) x Harga Dasar Nilai Strategis. 

NSPR = [{Fungsi Ruang (= Bobot x Skor )} + { Fungsi Jalan (= Bobot x Skor )} + 

{ Sudut Pandang (= Bobot x Skor )}] x Harga Dasar Nilai Strategis. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Waktu Dan Tempat Kegiatan 

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) 

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember yang beralamatkan di Jalan Jawa Nomor 72 Jember. 

3.2.1 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) 

Sesuai surat tugas yang diterbitkan, Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan selama 30 

hari terhitung mulai tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016.  

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan jam kerja Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu : 

Tabel 3.1  Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata (PKN) 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

 
Senin s/d Kamis 

 
 
 

Jumat 
 

 
Sabtu s/d Minggu 

 
07.00 – 12.00 WIB 

13.00 – 15.30 WIB 
 

07.00 – 11.00 WIB 

13.00 – 14.30 WIB 
 

Libur 

 
 

12.00 – 13.00 WIB 
 
 

11.00 – 13.00 WIB 
 
– 
 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2016 
 
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dan dibuat Pada Laporan Tugas Akhir oleh 

penulis dengan judul “Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata penulis 

ditempatkan pada berapa seksi yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan 

ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, 

kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sub bagian umum dan 

kepegawaian mempunyai fungsi meliputi; 

1.) Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan; 

2.) Pengelolaan tugas kehumasan dan keprotokolan; 

3.) Pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan; 

4.) Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana 

dan prasarana kantor; 

5.) Pelaksanaan pelayanan adimistrasi perjalanan dinas; 

6.) Penyusunan rencana kebutuhan benda berharga, alat-alat kantor dan barang inventaris; 

7.) Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan 

pengelolaan inventarisasi barang; 

8.) Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda berharga 

serta perhitungan persediaan benda berharga; 

9.) Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, 

pemberian nomor kode lokasi dan kode barang; 

10.) Penyiapan bahan baku penghapusan barang; 

11.) Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodic 

serta menyusun pertanggung jawaban pengurusan barang; 

12.) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian; 

13.) Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, 

buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan 

pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun 

pegawai di lingkup dinas; dan 

14.) Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, 

kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai dilingkup dinas. 

 

b. Sub Bagian Perencanaan 

 Sub bagian perencanaan mempunyai tugas pokok penyusunan program, kegiatan, 

anggaran dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Untuk melaksanakan 

tugas yang yang dimaksud, sub bagian perencanaan mempunyai fungsi meliputi: 
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1.) Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) dinas; 

2.) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas; 

3.) Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran belanja 

langsung dan belanja tidak langsung kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA); 

4.) Penghimpunan dan mengola bahan-bahan untuk penyusunan anggaran pendapatan 

dinas pendapatan; 

5.) Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA); 

6.) Pelaksanaan verifikasi internal usulan perancanaan program dan kegiatan dinas; 

7.) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas; 

8.) Pengumpulan dan menganalisis data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang-

bidang lingkup dinas; 

9.) Pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan 

dinas; 

10.) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; 

11.) Penyusunan rencana pendapatan daerah dan rencana ektensifikasi intensifikasi 

pendapatan asli daerah; 

12.) Penyusunan naskah rancangan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan 

pelaksanaan lainnya tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya; 

dan 

13.) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

 

c. Sub Bagian Keuangan 

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan 

tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris. 

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, sub bagian keuangan mempunyai fungsi 

meliputi: 

1.) Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak 

langsung; 

2.) Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP); 

3.) Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


21 

 

 

 

4.) Penyiapan surat perintah membayar (SPM); 

5.) Peyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi keinerja 

keuangan; 

6.) Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai; 

7.) Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-

biaya lain sebagai pengeluaran dinas; 

8.) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan dinas; 

9.) Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas 

daerah; 

10.) Pembinaan administrasi keuangan di lingkup dinas; dan 

11.) Penyusunan neraca keuangan dinas; 

 

d. Bidang Pendataan dan Pelayanan 

 Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan 

pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah/retribusi daerah, pengolahan data serta penyajian 

informasi pajak daerah/retribusi daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang 

perpajakan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan. 

 Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, bidan pendataan dan pelayanan mempunyai 

fungsi meliputi; 

1.) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak 

daerah / retribusi daerah dan obyek pajak daerah/retribusi daerah; 

2.) Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang perpajakan 

daerah; 

3.) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan 

pajakdan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah; 

4.) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi daerah dan obyek 

pajak daerah; 

5.) Pembuatan daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah, menyimpan surat 

perpajakan dan retribusi daerah; dan 

6.) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perpajakan dan retribusi daerah. 
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e. Seksi Pendataan dan Pendaftaran 

 Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan 

pendaftaran wajib pajak daerah/retribusi daerah dan obyek pajak daerah serta tugas lain yang 

diberikan kepala bidang pendataan dan pelayanan. 

 Untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana yang dimaksudkan, seksi pendataan dan 

pendaftaran mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1.) Penyusunan rencana program dan kegiatan pendataan wajib pajak daerah/wajib 

retribusi daerah dan obyek pajak daerah/retribusi daerah; 

2.) Pelaksanaan penilaian obyek pajak termasuk proses klasifikasi nilai jual objek pajak 

(NJOP); 

3.) Pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak daerah/retribusi daerah; 

4.) Pelaksanaan pembentukan, pemeliharaan dan pemutakhiran basis data nilai obyek pajak 

dalam menunjang ektensifikasi; 

5.) Pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak daerah/retribusi daerah dan sumber 

pendapatan lain yang sah; 

6.) Penyampaian formulir SPTPD dan SPOP kepada subyek pajak daerah dan/atau wajib 

pajak daerah setelah dilakukan pencatatan dalambuku dan daftar SPTPD dan SPOP; 

7.) Pengumpulan pengolahan data obyek dan subyek pajak dan/atau wajib pajak daerah 

melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan surat pemberitahuan obyek 

pajak (SPOP); 

8.) Pelaksanaan penelitian kelengkapan formulir pendataan SPTPD dan SPOP yang telah 

diisi oleh subyek pajak dan/atau wajib pajak atau kuasanya; 

9.) Pelaksanaan penelitian kesesuaian data obyek pajak dengan keadaan obyek pajak di 

lapangan; 

10.) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah/retribusi daerah dan obyek pajak daerah / 

retribusi daerah; 

11.) Pemrosesan dan penetapan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD); 

12.) Pelaksanaan dokumentasi arsip NPWPD serta penyusunan daftar induk wajib pajak 

daerah dan retribusi daerah; 
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13.) Pemrosesan dan penertiban perijinan setelah kelengkapan persyaratan dan kebenaran 

data terpenuhi; 

14.) Penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan retribusi daerah; 

15.) Pelaksanaan perubahan data terhadap obyek pajak dan subyek pajak; 

16.) Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan data induk wajib pajak 

daerah / retribusi daerah; 

17.) Pelaksanaan pengolaan data dan informasi pajak daerah; 

18.) Pengawasan terhadap pemanfaatan data pajak daerah dan retribusi daerah; 

19.) Pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi serta pembuatan back-up data pajak 

daerah dan retribusi daerah; dan 

20.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban. 

 

f. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan 

 Seksi pelayanan dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan 

penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas yang diberikan oleh kepala 

bidang pendataan dan pelayanan. 

 Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, seksi pelayanan dan penyuluhan mempunyai 

fungsi meliputi; 

1.) Pelaksanaan pelayanan perpajakan daerah dan evaluasi atas pelayanan perpajakan; 

2.) Penerimaan pengaduan dan perohonan penyelesaian masalah perpajakan dari wajib 

pajak; 

3.) Pendistribusian permohonan permasalahan perpajakan dari bidang terkait untuk 

disampaikan kepada wajib pajak; 

4.) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan,sosialisasi dan pelayanan konsultasi tentang pajak 

daerah / retribusi daerah baik dalam lingkup dinas maupun kepada masyarakat; 

5.) Penerimaan hasil penyelesaian permasalahan perpajakan dari bidang terkait untuk 

disampaikan kepada wajb pajak; 

6.) Mengkordinasikan kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait; dan 

7.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai 

bahan tanggung jawab. 
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g. Bidang Penetapan dan Verifikasi 

 Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitngan dan 

penetapan pajak daerah/retribusi daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan/atau 

lapangan atas materi penetapan pajak daerah dn retribusi daerah dan tugas yang diberikan oleh 

kepala dinas. 

 Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, bidang penetapan dan verifikasi 

mempunyai fungsi meliputi; 

1.) Pelaksanaan perhitungan penetapan nilai pajak daerah/retribusi daerah dan obyek pajak 

daerah; 

2.) Pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan atas materi penetapan pajak 

daerah; 

3.) Penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah dan surat ketetapan 

lainnya;dan 

4.) Pemberian legalitas terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah. 

 

h. Seksi Penetapan dan Legalisasi 

 Seksi penetapan dan legalisasi mempunyai tugas melaksanakan penertiban surat 

ketetapan pajak daerah (SKPD), surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), surat ketetapan 

retribusi daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainnya serta melaksanakan legalisasi terhadap 

sarana pemungutan pajak daerah/retribusi darah dan obyek pajak daerah dan tugas lain yang 

diberikan oleh kepala bidang penetapan dan verifikasi. 

 Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, seksi penetapan dan legalisasi mempunyai 

fungsi meliputi; 

1.) Pelaksanaan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah dalam nota perhitungan atas 

dasar kartu data sesuai dengan tarif peraturan daerah yang berlaku; 

2.) Pelaksanaan perhitungan kembali pajak daerah terhutang atas permohonan wajib pajak; 

3.) Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran pajak atas 

permohonan wajib pajak; 

4.) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penilaian dan perhitungan pajak daerah dan 

retribusi daerah; 
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5.) Pelaksanaan penerbitan SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN 

berdasarkan nota perhitungan pajak daerah; 

6.) Penerbitan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD); 

7.) Penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan lainnya; 

8.) Penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan surat ketetapan pajak daerah(SKPD) dan 

surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainnya; 

9.) Pelaksanaan pengarsipan SKPD/SKRD dan surat lainnya yang berkaitan dengan 

penetapan; 

10.) Pelaksanaan legalisasi benda-benda berharga yang diperlukan sebagai sarana 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 

11.) Pencatatan dan membukukan pelaksanaan legalisasi benda berharga; 

12.) Pelaksanaan legalisasi terhadap obyek pajak daerah; dan 

13.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggng jawaban. 

 

i. Seksi Verfikasi 

 Seksiverifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan 

penetapan obyek pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

bidang penetapan dan verifikasi. 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, seksi verifikasi mempunyai 

fungsi meliputi; 

1.) Penyusunan rencana program dan kegiatan verifikasi pajak daerah dan retribusi daerah; 

2.) Pelaksanaan verifikasi dan penelitian kesesuaian penetapan pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

3.) Pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan (verlap) atas penetapan obyek 

pajak daerah; 

4.) Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidak 

sesuaian data terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah; 

5.) Inventarisasi dan verifikasi setiap penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi 

daerah; dan 

6.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan tanggung jawab 
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j. Bidang Penagihan dan Keberatan 

 Bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, 

pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, 

dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, bidang penagihan dan 

keberatan mempunyai fungsi sebagai meliputi; 

1.) Pelaksanaan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD, dan surat ketetapan lainnya; 

2.) Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; 

3.) Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah; dan 

4.) Penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah. 

 

k.  Seksi Penagihan  

 Seksi penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah dan 

retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penagihan dan keberatan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi penagihan mempunyai fungsi meliputi; 

1.) Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

2.) Penyiapan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumen yang berhubungan 

dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; 

3.) Perumusan langka-langka dalam mengintensifikasikan operasional penagihan pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

4.) Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah masa berjalan maupun yang 

telah melampaui batas waktu tempo; 

5.) Penerbitan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang melampaui batas akhir 

pembayaran/batas waktu tempo. 

6.) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka 

pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; 

7.) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi 

daerah; 
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8.) Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

9.) Penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;dan 

10.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana bahan tanggung jawab. 

 

l. Seksi Keberatan dan Pengurangan 

 Seksi keberatan dan pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian 

sengketa pemungutan pajak daerah dan pelayanan permohonan restitusi pajak daerah, dan 

tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penagihan dan keberatan. 

 Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, seksi keberatan dan pengurangan 

mempunyai fungsi meliputi: 

1.) Penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan, pengurangan dan 

restitusi; 

2.) Pelaksanaan pemrosesan permohonan keberatan, keringanan/pengurangan, pembetulan, 

pembatalan, penundaan pembayaran dan pembebasan atas materi penetapan pajak serta 

pengurangan sanksi administrasi pajak daerah; 

3.) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelesaian permohonan 

keberatan atas penetapan pajak daerah; 

4.) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak daerah; 

5.) Penyampaian laporan hasil penelitian untuk dipertimbangkan permohonan diterima 

atau ditolak; 

6.) Penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan 

pengurangan; 

7.) Penyusuanan surat keputusan untuk diterima sebagaian atau seluruhnya atau ditolak 

terhadap permohonan keberatan dan pengurangan wajib pajak daerah berdasarkan 

pertmbangan laporan hasil penelitian; 

8.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan pertimbangan keberatan 

pajak daerah; 

9.) Pelaksanaan pemberian layanan restitusi dan/atau kompensasi, penundaan dan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah; 
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10.) Penelitian kelebihan pembayaran pajak daerah yang dapat diberikan restitusi dan/atau 

pemindah bukuan; 

11.) Pelaksanaan pemindahan buku penerimaan awal dan penerimaan akhir pajak daerah 

akibat terjadinya restitusi; 

12.) Pelaksanaan pemrosesan permohonan penghapusan piutang pajak daerah/retribusi 

daerah; dan 

13.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan tanggung jawab. 

m.  Bidang Pembukuan dan Pengendalian 

 Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang 

pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi pembinaan teknis pemungutan, 

pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, 

bagi hasil pajak/ bukan pajak, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta benda berharga, 

dan melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh kepala dinas. 

 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pembukuan dan 

pengendalian mempunyai fungsi meliputi; 

1.) Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan, pajak daerah dan retribusi daerah, 

dan pendapatan daerah lainya; 

2.) Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala; 

3.) Pelaksanaan pembinaan teknis operasional unit kerja di daerah yang melaksanakan 

pemungutan pajak daerahdan retribusi daerah; 

4.) Pelaksanaan koordinasi dengan satua kerja terkait dalam rangka monitoring dan 

evaluasi pendapatan daerah; 

5.) Pelaksanaankoordinasi pencairan/ pelimpahan bagi hasil pajak/bukan pajak; 

6.) Pelaksanaan kordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan 

penerbitan obyek pajak daerah dan retribusi daerah; dan 

7.) Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah. 

n. seksi Pembukuan dan Pelaporan  

 Seksi pembukuan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan 

pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan benda berharga, dan tugas lain yang 

diberikan oleh kepala bidang pembukuan dan pengendalian. 
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 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pembukuan dan pelaporan 

mempunyai fungsi meliputi; 

1.) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembukuan penerimaan pendapatan 

pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; 

2.) Penerimaan serta pencatatan bukti setor/surat tanda setor (STS) pajak daerah dan 

retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya ke buku kas pembantu penerimaan 

sejenis; 

3.) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang kelengkapan dokumen/bukti 

penyetoran/pelimpahan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah 

lainnya; 

4.) Pelaksanaan koordinasi dan pencocokan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribus 

daerah serta pendapatan daerah lainnya dengan bagian keuangan sekertariat kabupaten; 

5.) Pelaksanaan koordinasi tentang rencana penerimaan (Renpen) dan 

pencarianpenerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak dengan pemerintah provinsi/pusat; 

6.) Penyiapan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan proses pencarian 

penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak; 

7.) Pelaksanaan rekonsiliasi terhadap realisasi peneriman bagi hasil pajak/bukan pajak 

dengan pemerintah provinsi/pusat dan rekonsiliasi pajak penerangan jalan (PPJ) dengan 

PT. PLN setempat; 

8.) Inventarisasi dan mendokumentasikan surat-surat serta dokumen pencarian penerimaan 

bagi hasil pajak/bukan pajak; 

9.) Pencatatan target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan 

pendapatan daerah lainnya; 

10.) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi keuangan benda berharga; 

11.) Penusunan laporan secara berkala (bulanan) target dan realisasi penerimaan pendapatan 

daerah; 

12.) Pengkaji atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan 

lainnya berikut permasalahannya;dan 

13.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertnggung jawaban. 
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o.  seksi pengendalian dan penertiban 

 Seksi pengendalian dan penertiban mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, 

monitoring, evaluasi dan penertiban terhadap pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan 

retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pembukuan dan 

pengendalian. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut,seksi pengendalian dan penertiban mempunyai fungsi 

meliputi; 

1.) Penyusunan rencana program dan kegiatan pengendalian operasional dan penertiban 

pajak daerah dan retribusi daerah; 

2.) Pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional dan penertiban pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

3.) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah dalam lingkup dinas; 

4.) Pelaksanaaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap 

wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-

undangan; 

5.) Pelaksanaan koordinasi degan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap 

penyalahgunaan keuangan pajak daerah dan retribusi daerah; 

6.) Pelaksanaan koordinasi penertiban terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah 

yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya; 

7.) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang 

menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

8.) Pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah; 

9.) Pelaksanaan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai tahapan realisasi penerimaan 

pendapatan daerah;dan 

10.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban. 
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3.2.2   Kegiatan Selama Praktik Kerja Nyata (PKN) 

Selama melaksanakan Peraktik Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada bidang penagihan 

dan pembukuan. Pada bidang pembukuan dan penagihan penulis mendapatkan informasi dan 

data-data yang berhubungan dengan pajak Reklame untuk menyusun laporan Praktik Kerja 

Nyata (PKN). Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama mengikuti Praktik Kerja Nyata 

(PKN)  secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Kegiatan Praktik Kerja Nyata Ilmu Yang Di Dapat 

(a) (b) (c) 

Kamis 

01 September 2016 

 

1. Penulis datang ke tempat magang untuk 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata. 

2. Pengenalan di bagian pendataan pajak 

dan pendapatan daerah lain. 

Bisa pengenalan sama 

staff yang ada di  

BAPENDA 

Jumat,  

02 September 2016 

1. Apel pagi. 

2. Wawancara tentang macam-macam pajak 

daerah yang dikelola oleh BAPENDA 

Kab. Jember. 

Mengerti tentang 

macam-macan pajak 

daerah yang di kelolah 

oleh BAPENDA 

Sabtu,03September 

2016 

Libur - 

Minggu 

04 September 2016 

Libur  - 

Senin 

05 September 

2016 

1. Apel pagi 

2. Mempelajari tentang pajak reklame dan 

dasar hukumnya (Peraturan Bupati 

Jember No. 22 Tahun 2014). 

3. Mengentri data wajib pajak yang 

melakukan permohonan data baru. 

Bisa mengerti tentang 

pajak reklame dan 

dasar hukumnya 

(Peraturan Bupati 

Jember No. 22 Tahun 

2014). 

 Bersambung… 
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Sambungan 

(a) (b) (c) 

Selasa 

06 September 

2016 

1. Apel pagi.

2. Meminta rekap pendapatan daerah tahun

2013-2015.

3. Penulisan penilaian nilai sewa reklame

pada SPTPD.

4. Apel sore.

Mengerti cara 

penulisan nila sewa 

reklame pada 

SPTPD. 

Rabu 

07 September 

2016 

1. Apel pagi.

2. Mengentri data wajib pajak yang terdaftar

pada surat ketetapan pajak (SKP).

3. Operasional reklame

Bisa mengerti 

kegiatan operasional 

pada BAPENDA   

Kamis  

08 September 

2016 

1. Apel pagi.

2. Pendataan wajib pajak permohonan data

objek pajak baru.

3. Apel sore.

Bisan ikut terjun 

langsung melakukan 

pendataan objek 

pajak baru. 

Jumat  

09 September 

2016 

1. Apel pagi

2. Wawancara tentang sistem pemungutan

pajak reklame.

Bisa melakukan 

wawancara sama 

staf  BAPENDA 

Sabtu 

10 September 2016 

Libur - 

Minggu 

11 September 2016 

Libur - 

Senin 

12 September 2016 

Libur - 

       Bersambung… 
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            Sambungan  

 Bersambung… 

(a) (b) (c) 

Selasa 13 

September 

2016 

 

1. Mencetak surat 

pemberitahuan  pajak  

Daerah. 

2. Operasional reklame. 

3. Pengecekan reklame.  

Bisa ikut dan mengerti 

jalanya operasional di 

jalanan dan paham cara 

pengercekan reklame 

Rabu 

14 september 

2016 

 

1. Apel pagi. 

2. Konsultasi judul untuk 

penulisan laporan Praktek 

Kerja Nyata tentang  pajak 

reklame. 

3. Mempelajari cara 

pengisian SPTPD pajak 

reklame. 

Memahami cara dan 

melakukan  pengisian 

SPTPD pajak reklame 

dengan benar. 

Kamis 

15 september 

2016 

 

1. Apel pagi. 

2. Wawancara tentang tata 

cara penagihan reklame 

3. Membantu mencetak 

SKPD pajak reklame. 

4.  Apel sore 

Bisa ikut melaksanakan 

pengecekan SKPD pajak 

reklame dan mengerti tata 

cara penagihan pajak 

reklame 

Jumat 

16 september 

2016 

1. Apel pagi. 

 

2. Mengentri data wajib pajak 

yang terdaftar pada Surat 

Ketetapan Pajak (SKP). 

Bisa mengerti cara   

mengentri data wajib pajak 

yang terdaftar pada Surat 

Ketetapan Pajak (SKP). 

Sabtu17 September 2016 Libur - 

Minggu,18 September 2016 Libur - 
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 Sambungan 

(a) (b) (c) 

Senin 

19 september 

2016 

 

1. Apel pagi. 

2. Wawancara tentang 

penagihan pajak reklame. 

3. Wawancara tentang 

NPWPD. 

4. Apel sore 

Bisa tahu dan mengerti tata 

cara tentang penagihan 

pajak reklame 

Selasa 

20 september 

2016 

 

1. Apel pagi. 

2. Pendaataan wajib pajak 

permohonan data objek 

pajak baru. 

3. Apel sore. 

Mengerti cara pendataan 

wajib pajak permohonan 

data objek pajak baru. 

 

Rabu 

21 september 

2016 

  

 

 

1. Membantu pengecekan 

data-data pada buku besar 

SKP-Daerah. 

2. Wawancara tentang 

SPTPD dan fungsinya. 

3. Wawancara tentang sistem 

pemungutan pajak reklame 

Bisa ikut membantu 

pengecekan data-data pada 

buku besar SKP-Daerah. 

 

Kamis 

22 september 

2016 

 

1 Apel pagi. 

2 Pendataan langsung ke 

wajib pajak tentang 

SPTPD dan SKP 

3 Operasional reklame  

Bisa iku melaksanakan 
pendataan langsung ke 
wajib pajak tentang SPTPD 
dan SKP. 

Jumat 

23 september 

2016 

1. Membantu Pengecekan 

data-data pada buku besar 

SKP-Daerah. 

Mengerti cara pengecekan 

data-data pada buku besar 

SKP-Daerah. 

 Bersambung… 
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 Sambungan 

(a) (b) (c) 

Sabtu 24 September 2016 Libur - 

Minggu 25 September 2016 Libur - 

Senin 

26 september 

2016 

 

1. Apel pagi 

2. Wawancara tentang 

pencatatan akuntansi atas 

penerimaan pajak daerah. 

3. Membantu mengarsip surat 

pernyataan wajib retribusi 

baru. 

Bisa mengerti lebih luas 

tentang  pencatatan 

akuntansi atas penerimaan 

pajak daerah. 

Selasa  

27 september 

2016 

 

1. Membantu mengarsip surat 

pernyataan wajib retribusi 

baru. 

2. Pendataan wajib pajak 

permohonan data objek 

pajak baru. 

3. Operasional reklame 

Ikut terjun langsung 

pendataan wajib pajak 

permohonan data objek 

pajak baru 

Rebu 

28 september 

2016 

1. Apel  pagi 

2 Pembukuan reklame yang 

udah tenggang masa 

berlakunya 

Bisa mengerti pajak reklame 

yang udah tenggang masa 

berlakunya 

Kamis 

29 september  

1. Menyalin permohonan data 

baru dari blangko ke buku 

khusus. 

2. Mengumpulkan data-data 

yang di perlukan dari 

dispenda. 

Mempersiapkan dan 

mengumpulkan data-data 

yang di perlukan dari 

dispenda 

                Bersambung… 
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 Sambungan… 

Sumber: Data Diolah (2016). 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif 

pada pelaksanaan kegiatan ini berupa bukti potong pajak dan / atau pencatatan peredaran bruto 

yang akan dinyatakan dalam bentuk numerical serta diolah secara elektronik. Data kualitatif 

adalah data-data yang disajikan dalam bentuk uraian terdiri dari kumpulan data non angka. 

Data penulis yang digunakan dalam Praktik Kerja Nyata meliputi gambaran umum BAPERDA 

latar belakangdan struktur organisasi (sekaran, 2011). 
 

3.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut. 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan fiskus. Data primer diperoleh 

dari data-data terkait dengan pelaporan SPT seperti bukti potong dan/ atau pencatatan 

peredaran bruto Wajib Pajak (Sekaran, 2011:242). 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data 

primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dan lain-lain (Sekaran, 

2011:242). 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah. 

a. Studi pustaka 

Jumat  

30 september  

2016 

Berpamitan kepada seluruh 
staf di Badan  Pendapatan 
Daerah Kabupaten Jember. 

Bisa mendapatkan banyak 

maanfaat dan  ilmu saat 

melakukan PKN di 

BAPENDA 
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Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, 

observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktik Kerja 

Nyata ini (Sugiono, 2012:115). 

b. Wawancara  

Lampiran hasil wawancara. 

Nama  : Bapak Arif 

Jabatan : Seksi Penagihan Dinas Pendapatan Jember 

Hari, tanggal : Senin, 19 September 2016 

Tempat : Kantor Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten   Jember 

 

1. Perbedaan proses pemungutan sebelum dan sesudah penagihan apa saja Pak? 

Jawab: 

“kalau dulu semuanya dari KPP, kita hanya terima SPPT, kita yang mengirim, kita 

yang mungut. Semua permasalahan dan lain sebagai biaya pemungutan , menagih, 

sampai ke mengatasi permasalahan dan pelaporan dinas pendapantan semua. Jadi 

disitu bedanya.” 

2. Mengenai insentif yang diberikan ke petugas pemungut, besarnya ditetepkan 

berapa? 

Jawab: 

“untuk besarnya kita mengacu ke SK Bupati yang tiap tahun berubah, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010. Pemberikan insentif pun di berikan sesuai 

tahapan” 

3. Apa ada sanksi untuk kecurangan-kecurangan yang terjadi pak. 

Jawab: 

“mengenai kecurangan dibawah itu sebenarnya ada sanksi. Kadang-kadang kita masih 

berusaha persuatif. Kalau yang saya temukan , rata-rata mereka menyesaikan, entah 

dengan cara diangsur. Masalahnya kalau kita limpahkan ke polisian pasti masuk 

penjara itu. Jadi kita nggak sampai hati juga .biasanya kita takut-takuti, kita periksa 

saja udah taku.” 

4. Pengawasan  dilakukan oleh siapa Pak? 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai tentang Pajak Reklame dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pemungutan pajak reklame pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember menggunakan Official Assessment System yaitu suatu sistem 

pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

2. Mekanisme pemungutan pajak reklame, suatu mekanisme yang dilakukan oleh 

petugas penagihan pajak yang ada pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. Dalam perhitungan sesuai dengan Peraturan Bupati Jember 

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Sewa, Nilai Jual 

Objek Pajak dan Nilai Strategis Reklame Di Kabupaten Jember.  

3. Mekanisme pemungutan pajak reklame pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember yang terdiri dari: 

a. Mekanisme penetapan pajak reklame  

b. Mekanisme pemungutan pajak reklame 

c. Mekanisme pembayaran pajak reklame 

d. Mekanisme penghitungan pajak reklame 

e. Mekanisme pelaporan pajak reklame 

4. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember selalu tepat waktu dalam melaksanakan tata cara perpajakan 

dengan benar, yang dimana Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

mengacu dalam Undang- Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku.   

5.2  Saran 

 Berdasarkan pada hasil analisis dan kesimpulan dari laporan Tugas Akhir, 

berdasarkan kegiatan yang ada dan sudah dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember, maka saran yang diberikan untuk kantor ini yaitu: 
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1. Diharapkan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember agar lebih selalu 

memperbaharui wawasan tentang perpajakan sehingga lebih memahami dalam 

bidang perpajakan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan 

perpajakan. 

2. Mekanisme pemungutan pajak reklame pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember agar ditulis sebagai pedoman dalam surat objek pajak, untuk 

memudahkan bagi wajib pajak dalam membayarkan pajak terutang. 

3. Dalam pelaksanaan pembayaran pajak terhadap wajib pajak diharapkan tetap 

menjaga komunikasi yang baik sehingga upaya pelayanan perpajakan di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tepatnya pada bidang pendataan dan 

penetapan dapat di pahami oleh wajib pajak dan wajib pajak diharapkan menjadi 

wajib pajak yang patuh. 
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Lampiran

 

n 3: Surat Tuugas Magang

 

g 

551 
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